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KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 002佃ⅡNTBIPSI書KEP.2バ7III2021

KOMISI INFORMASI PROVENSI NUSA TENGGARA BARAT

1。 IDENTITAS

(l.1) Komisi血fomasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa,

dan mem血S Sengketa hfomasi Publik Nomor Registrasi OO宣伸場NTB仲SI-

REGハ7/2021 yang diajukan oleh :

Nama　　　: Muhsan

Alamat　:坤ot Mandar, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten

Lombok Tirmr

Di dalam persidangan dihadiri oleh Dr. (C) Sumerah, S.HL, MH., berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : B.47/SK.Pid/LAW-SUM/rV/2021 tertangga1 29 Apri1

2021.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama : Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok

Timur

Alamat : Jalar]』Jurusan Pijot-Rensing, Desa Pijot, Kecamatan Keruak,

Kabupaten Lombok Timur

Di dalam persidangan dihadiri oleh H. Muhamin, S.Ap., Pjs. Kepala Desa坤ot

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Sela可utnya disebut sebagai Termohon.



(1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa suraトSurat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat dari Termohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Temohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah meng萄ukan Surat Pemohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik ke Komisi血formasi Provinsi NTB tertangga1 10 Mei 2021

dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi血fomasi Provinsi NTB pada tangga1 28

Mei 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 001/KINTB仲SI-REG/V/2021.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon meng勾ukan permohonan infomasi mela山i surat tertangga1

29 Apri1 2021 kepada Kepala Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten

Lombok Timur. Adapun infom岨Sl yang diminta yaitu:

1. Salinan Dokumen APBDes　2018, dan APBDes　2019　serta LapOran

Pertanggungjawaban APBDes t血un angganan 2018 dan 2019 Desa坤ot

Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok

Timur.

3. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemelintahan Desa akhir masa jabatan

(LPPD-AJ) tah皿201-8 dan 2019 Desa P恥t Kec. Keruak Kab. Lombok

Timur.

4. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan _患毀a

(LKPPD) akllir tahun angganan 2018 dan 2019 Desa Pijot

Kab. Lombok Timur.
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(2.3) B血wa Pemohon mengdyukan keberatan melalui surat tertangga1 2 Mei 2021

kepada Kepala Desa坤Ot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

(2.4) Bahwa Termohon menjawab Keberatan Pemohon melalui surat nomor :

474. 1/004n}em./202 1 , Hal : Permintaan Dokumen血fomasi Publik, tertangga1

5 Mei 2021.

(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa血formasi

Publik ke Komisi血formasi Provinsi NTB melalui surat tertangga=O Mei 202 1

dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Infomasi Provinsi NTB pada tangga1 28

Mei 202 1 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 00 1/KENTB仲SI-REGN/2021.

(2.6) Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Juni 2021 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon.

2. Pada tangga1 23九mi 2021 telah dilaksanakan sidang kedua, d血adiri olch

Pemohon dan Termohon.

3. Pada tangga1 30 Juni 2021 telah dilaksanckan sidang ketiga, dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon.

(2.7) Bahwa terhadap sengketa a q初o telah dilakukan mediasi sebagai berikut :

1. Pada tangga=6 Juni 2021 telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri o量eh

Pemohon dan Temohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak mencapal

kesepakatan sebagian, dimana Temohon bersedia membehkan Dokumen

Informasi Publik kepada Pemohon, yai調:

l) Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019 serta Laporan

Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 20 18 dan 2019 Desa坤ot

Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

2) Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

akhir tahun anggaran 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
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2. Kesepakatan Mediasi tersebut tel血dituangkan dalam Putusan Mediasi

Nomor : 001IKINTB仲SI-KEP.1NI/2021. Dan te血adap pemohonan

informasi Pemohon pada angka 3 dan 4 be血m disepakati dalam mediasi

tersebut oleh para pihak dan dilapjutkan penyelesaiamya mela血i proses

車udikasi, yaitu:

1) Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan

(LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok

Tin置ur.

2) Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruck

Kab. Lombok Timr.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informa§i Publik

(2.8) Penehon meng句ukan pemohonan Infomasi Publik atas perkara a qz/O untuk

mengetahui pe喜alksanaan program pembangunan Desa Pijot dan pengelolaan

anggarannya dan diharapkan Pemerintah Desa坤ot mel互adi pemehntahan yang

terbuka/transp aran.

A獲asan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informa§i PubIik

(2.9) Pemohon mengaiukan permohonan Penyelesaian Sengketa hfomasi Publik

dalam perkara a quo karena Pemohon tidck puas atas tanggapan Kepala Desa

坤Ot te血adap keberatan yang diajukan Pemohon.

Petitum

(2.10) Pemohon memohon Komisi血formasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk

mem血S Sengketa血formasi Publik a guo, dengan petitum:

1. Mengabu獲kan permohonan Pemohon untuk selun血nya;

2. Menyatakan informasi・ Publik yang diminta seluruhnya adalah informasi

yang bersi fat terbuka;

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta

Pemohon dan menyerahkan dokumemya.
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B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2. 1 1) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan

Sebagai berikut:

1. Ba血Wa Pemohon menyatakan pemohonan penyelesai血sengketa infomasi

Sebagai perseorangan.

2・ Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan pemchonan infomasi

melalui su∫at tertangga1 29 Apri1 2021 kepada Kepala Desa Pijot.

3. BallWa Pemohon menyatakan telah meng雀jukan keberatan melalui surat

tertangga1 2 Mei 202 1 kepada Kepala Desa P車ot.

4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan

Oleh Kepala Desa P主jot terhadap keberatan yang d車jukan Pemohon.

SuraトSurat Pemohon

(2. 12) Menimbang Bahwa Pemohon meng由ukan surat sebagai berikut:

SuratP-1 �FotocopySuratPemohonan血fomasitertangga129Apri12021 

kapadaKepalaDesaP恥tKecamatanKeruakKabupatenLombok 

Timur. 

isⅢatP_2 �FotocopySuratKeberatantertangga12Mei2021kepadaKepalaDesa 

坤otKecamatanKeruakKabupatenLombokTimur. 

SuratP-3 l �SuratPemohonanPenyelesaianSengketahfomasiPubliktertanggal 

10Mei2021. 

SuratP4 �Fotocopy　SuratKuasaNomor:B.47/SK.Pid几AW-SUM/IV/2021 

tertangga129Apri12021. 

SuratP-5 I �FotocopyKartuTandaPenduduk(KTP)nomor:5203010107740318 

atasnamaMuhsan. 

!suratp_6 �FotocopyKi中uTandaPenduduk(KTP)nomor:5203200603910001 

atasnamasumerah. 

く」



Keterangan Termohon

(2. 13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Temohon menyampaikan keterangan

Sebagai berikut:

1. Termohon telah nene正ma surat permohonan infomasi dan surat keberatan

Pemohon.

2. Termohon telah menanggapI Surat keberatan Pemohon melalui surat nomor :

474.1/004仲em./2021, Hal : Permintaan Doklmen Informasi Publik,

tertangga1 5 Mei 2021.

3. Temohon dalam surat tanggapan te血adap keberatan Pemohon menyatakan

tidak bisa memberikan informasi publik yang diminta Pemohon karena tidak

mau ikut campur dengan umsan kepala desa yang lama.

4. Setelah Termohon berkonsultasi dengan pQjabat Bagian Huklm Setda

Kabupaten Lombok Timur dan血spektorat Kabupaten Lombok Timur,

Termohon menyadari pentingnya keterbukaan infomasi publik dan

Pentingnya melayam PemOhonan informasi publik.

5. TemOhon menyatakan meI互adi Kepala Desa坤ot s匂ak l Februari 2021,

tidak mengetahui存idak memiliki do血men infomasi pul址k berupa LPPD-

AJ Tahun 2019 dan LKPPD akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 yang

diminta Pemohon, dan akan bersedia mencari dokumen tersebut ke pihak-

Pihak terkait.

6. Termohon menyatakan jika dokumen informasi publik yang diminta

Pemohon sud血　Temohon peroleh, maka Termohon bersedia

nemberikamya kepada Pemohon.

7. Temohon menyatakan bahWa tidak ada ditugaskan Pqjabat Pengelola

Informasi dan Do血mentaSi (PPID) Desa Pijot. Pengelolaan infomasi

dilakukan oleh Sekretaris Desa Pijot, Kasubag Perencanaan dan Kasubag

Keuangan.



Surat-Surat Termohon

(2. 14) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

SuratT-1 �SuratKepalaDesa坤OtKecamatanKeruakKabupatenLombok 

Timurnomor:474.1/004仲em./2021,Hal:PermintaanDokumen 

血formasiPub轟k,tertangga15Mei2021. 

SmatT-2 �FotocopyKa血TandaPenduduk(KTP)nomor:5203013112650050 

atasnamaH.Muhamin,S.Ap. 

Keterangan Saksi-Saksi

(2.15) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Abdul Rahman (Kepala Desa

Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Periode　2013-2019)

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menyatakan memang benar sebagai Kepala Desa P主jot Periode

2013-2019,

2. Bahwa saksi menyatakan telah membuat Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 201 8 dan

2019, dan dokumemya disimpan di Sekretaris Desa dan Bendahara Desa

Pijot.

3. Bahwa saksi menyatakan tidak pemah membuat Laporan Penyelenggaraan

Pemerintchan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2019 karena

keadaan sit脚si politik yang menegangkan dan memanas di Desa Pijot

Sehingga sulit membuat LPPD-AJ.

4. Bahwa saksi menyatakan bahwa hanya memiliki laporan

Pertanggungjawaban yang telah diperiksa oleh Inspektorat dari tahun. 20 1 3

SamPai 2019.

5. Bahwa saksi menyatakan bahwa Dinas PMD Kわupaten sudah melakukan

Pendampingan terhadap Desa dalam hal pembuatan RKPDes dan APBDes.

6. Bahwa saksi menyatakan bahwa selama mepjabat sebagai Kepala Desa

dokumen yang telah dihoat yaitu APBDes, RKPDes, LPPD,

LHP dari Inspektorat.



(2.16) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Mustamin (Ketua BPD Desa

Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Periode　2013-2019)

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

l. Bahwa saksi menyatakan selama memegang jabatan Sebagai Ketua BPD

Desa Pijot te血melal則kan tugas dengan baik.

2. Bahwa saksi menyatakan telah mela如kan teguran kepada Kepala Desa Pijot

apabila tidak melakukan tugasnya dengan baik termasuk dalam pembuatan

Laporan LPPD dan LPPD-AJ.

3. Bahwa saksi menyatakan tidak ingat apakah sudah ikut menandatangani

laporan LPPD dan LPPD-AJ Desa Pijot.

(2.17) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Martaniati (Kapala Bidang

PKKD DPMD Kabupaten Lombok Timur) menyampaikan keterangan sebagai

berikut:

1. Bahwa saksi menyatakan memang benar Dinas PMD Kal)uPaten Lombok

Timlr ikut membina dan mengawasI Penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Bahwa saksi menyatakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa khususnya pengelolaan anggaran dan

Pertanggungjawaban dilimpahkan oleh Bupati ke Camat. Pemerintah

Kわupaten menerima rekomendasi tentang pengelolaan anggaran dan Camat

Sebagai dasar pengeluaran angganm berikutnya.

3. Bahwa saksi menyatakan tugas fungsinya dibidang pengelolaan anggaran

bukan dibidang laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sehingga tidak

memahami masalah laporan tersebut.

(2.18) Menimbang bchwa di dalam persidangan Saksi Lalu Mukti Ali (Ketua BPD

Desa　坤Ot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun　2020-

Sekarang) menyampaikan keterangan sebagal berikut :

Bahwa saksi menyatakan telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan

telah memberikan teguran kepada K印ala Desa Pijot apabila ada

belum beヰalan dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan



(2.19) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Satriawan (Bendahara Desa

Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Tim町　Tahun　2018)

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Balwa scksi menyatakan tidck tahu tentang adanya Laporan Penyelenggaraan

Pemerint血an Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AD ,Desa Pijot dan Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran

2018 dan 2019 Desa Pぜot.

(2.20) Menimbang bahwa di da重am persidangan Saksi Suryadi (Bendahara Desa坤Ot

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok TinⅢr Tahun 2019) menyampaikan

keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi menyatakan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2019 Desa P主jot dan Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran

2018 dan 2019 Desa Pijot tidねk ada disimpan di Kantor Desa坤ot.

(2.21) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Ahmad Ribut Waidi (Sekretaris

Desa坤ot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur) menyampaikan

keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar saksi me垂abat sebagai Sekretaris Desa坤ot s♀jak

tahun 201 8 sampai sekarang (2021).

2. Bahwa saksi menyatakan tidak pemah diperintah oleh Kepala Desa坤Ot

untuk membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintchan Desa Akhir Masa

Jabatan (LPPD-AJ) tahun　2019　Desa Pijot dan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2018 dan

2019 Desa P車ot.

3. Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang LPPD-AJ dan LPPD akhir

tahun anggaran 201 8 dan 2019 apakah sudah dibuat atau belum.

4. Bahwa saksi menyatakan dokumen LPPD-AJ tchun 2019 dan dok¥men

LKPPD akhir tahun anggaran 201 8 dan 2019 tidak ada di Kantor
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(2.22) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi Kamaruddin (Camat Keruak

Kabupaten Lombok Timur) menyampaikan keterangan sebagai berikut:

l. Bahwa saksi menyatakan me巾abat sebagai Camat sqjak bulan Februari

tah皿2019.

2. Bahwa saksi menyatakan Desa Pむot telah menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap tahumya.

3. Bahwa saksi menyatakan K印ala Desa sebelurmya tidak pemah

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa

Jabatan (LPPD-AJ), dan dari kecamatan telah menyampalkan kepada BPD

untuk memberitahukan Kepala Desa.

(2.23) Menimbang bahwa berdasakan keterangan saksi atas nama Lukman Nul

Hakim, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur menerangkan

SeCara tertulis yaitu:

l. Bahwa benar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lombok Tirmr telah mengeluarkan surat tertangga1 2 Januari 2020 dan

tertangga1 4 Februari 2020 yang intinya meminta kepada seluruh Kepala

Desa agar menyampaikan LPPD, LKPPD Akhir Ta血un dan Pro創Desa

tah皿2019.

2. Bahwa benar Bupati Lombok Tim皿　dengaI]し　Surat Nomor :

141/327/PMD/2020 tangga1 1 Apri1 2020 telah memberikan teguran kepada

Kepala Desa yang belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Angganm 2019 setelah batas waktu

yang ditentukan berakhir termasuk kepada Kepala Desa Pijot.

3. Bahwa benar Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur telah menerima

dokumen be則Pa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

Tahun Anggaran　2019　dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan

Oleh Pjs, Kepala Desa坤ot yang dialamatkan kepada Bupati

Timur melalui Camat Keruak.　　　　　　　　　　　　　　〆
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3. KESIMPULAN PARA PI]ELAK

(3. 1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Pemohon memohon kepada M勾elis Komisioner田山k mem血S Perkara ini

dengan seadil-adilnya sebagaimana sesuai dengan petitum dalam surat

Pemohon.

(3.2) Menimbang bahwa Temrohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

l. Bahwa seluruh perangkat desa ingin mendapat pembinaan terkait dengan

Kete血ukaan Informasi Pub肱agar∴Segala laporan dan infomasi bisa

disampaikan dengan benar.

2. Temrohon memohon kepada Komisi Informasi untuk mem血S Perkara ini

dengan seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

(4.1) Menimbang bahwa maksud dan　両uan pemohonan adalch mengenai

PermOhonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

Pasa1 35 ayat (1) huruf c, Pasa1 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Kete血ukaan Infomasi PubHk (UU KIP) jαnCtO Pasa1 5 hunrf b

dan Pasa1 13 hu珊fb Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa血fomasi Publik (Perki PPSIP).

(4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, M年jelis Komisioner

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Infomasi Provinsi Nusa Tenggara Barat intuk

memeriksa dan memutus permohonan a q#O;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengqiukan

PermOhonan penyelesaian sengketa infonnaSi ;

3. Kedudukan h血m (legal standin初Temohon sebagai Badan Publik di

dalam sengketa informasi;

4. Batas waktu pengg担an permohonan penyelesaian sengketa info　‘∴ b此

巨細



Terhadap keempat hal tersrfut di atas, M車elis mempertimbangkan dan memberikan

Pendapat sebagai beril則t:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

(4.3) Menimbang bahwa Komisi血fomasi Provinsi mempunyai dua kewenangan

yaitu kewenangan abSOlut dan kewenangan relatif

Kewenangan Ab§Olut

(4.4) Menimbang bahwa berdasa血an ketentuan Pasa看1 angka 4 dan Pasa1 23 UU

KIP dinyatakan :

Komisi hformasi adal社lembaga mandiri yang berfungsi me可alankan UU KIP

dan peraturan pelaksanaamya, menetapkan peturbuk teknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa infomasi publik melalui mediasi

dan厄tau ajudikasi nonlitigasi.

(4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pa§a1 1 angka 2 UU KIP dinyatakan

bahwa:

Informasi Publik adalah informasl yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

danhtau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan

Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

Penyelenggaraan Badan Publik laimya yang sesuai dengan Undang-Undang ini

Serta血formasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4,6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PasaI l angka 5 UU KIP j“ncto

Pasa1 1 angka 3 Per憾PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa血formasi Publik adalah sengketa yang terjadi antal.a Badan Publik

dengan Pemohon血forrmsi Publik dan/atan Pengguna血fomasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Infomasi Publik

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasa1 1 Perki PPSIP:

Angka6

Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selaI互utnya disebut

Pemohonan adalah.upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon

Penyelesaian Sengketa血fomasi Publik kepada Komisi血fomasi sesuai

dengan Peraturan ini,

A血gka7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sela巾utnya

Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna hformasi Publik yang me‡

Pemohonan kepada Komisi Informasi.
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Angka8

Temohon Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik yang selapjutnya disebut

Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik,

atasan PPID, atau Pejabat yang ditu可uk dan diberi kewenangan un血k

mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi血fomasi.

Angka9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa血fomasi Publik antara para

Pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi血formasi・

Pasa1 22 UU KIP:

Ayat(宣)

Setiap Pemohon Infomasi Publik dapat mengaiukan permintaan untuk

memperoleh Infomasi Publik kepada Badan P止blik terkait secara tertulis atau

tidak te血Iis.

Pasa1 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi血forrmsi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan

Penyelesaian Sengketa血fomasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi

nonlitigasi yang diqiukan oleh setiap Pemohon血fomasi Publik berdasarkan

alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(4.8) Menimbang b血wa berdasarkan ketentuan PasaI 5 PeI.ki PPSIP dinyatakan

bahwa:

Penyelesaian Sengketa　血fomasi Publik melalui Komisi血fomasi dapat

ditempuh apal)ila:

a. Pemohon tidak puas te血adap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh

atasan PPID; atau

b. Pemohon tidck mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diqiukan

kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja s匂ak

keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bchwa berdasackan uraian垂agraf /4.4) sampai paragraf (4.り

M砧elis be岬endapat bahwa yang me垂adi kewenangan al)SOlut Komisi

Infomasi adalah m印yangkut dua hal, yakni:

a. Adanya permohonan infomrasi, keberatan dan pemohonan penyelesaian

Sengketa血fomasi Publik kepada Komisi血fomasi;

b. Sengketa yang di雀jukan adalah Sengketa Infomasi Publik yang

Pemohon dengan Badan Publik.
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(4.10) Menimbang bahwa berdasa血an uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan

Paragraf (4.砂terkait kewenangan absolut M年ielis berpendapat bahwa Komisi

Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan absolut untuk

menerima, memeriksa, dan mem血S Perkara a qα0.

(4. 1 1) Menimbang bahwa berdasalkan paragraf (4JZ) huruf b, dalam hal penentuan

apakah seng*eta a qαO adalah sengketa antara Pemohon血formasi Publik dan

Badan Publik, M勾elis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa

kedudukan hukum (legal siandii砂Pemohon dan Temohon yang diuraikan

dalam Bagian B dan C.

Kewenangan Rela(打

(4. 1 2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentum:

Pasa1 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Infomasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian

Sengketa Infomasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi

yang bersangkutan.

Pasa1 6 Perki PPSIP

Ayat(2)

Komisi血formasi Provinsi berwenang nenyelesaikm Sengketa hformasi

Publik yang menyangkut Badan Publik tin豆kat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi hfomasi KabuPaten/Kota be山m terbentuk, kewenangan

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik

tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi血formasi Provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan pe可elasan Pasa1 1 angka 3 Peraturan Komisi

Informasi Nomor l Tahun 2018 Tentang Standar Layanan血formasi Publik

Desa (Pe血i SLIP D6sa), Badan Publik Desa adalむ

Pemerintah Desa, Badan PelmSyaWaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan

Badan KeI:jasama Antar Desa.

(4.14) Menimbang bchwa Termohon adalah Kepala Desa坤ot, Kecamatan

Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini disebut sebagai ba《班

berdasarkan UU K町sehingga Temohon merupakan Badan
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ketentuan Pasa1 1 angka 3 UU KIP。加ncto Pasa1 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP

dan Pasa1 1 angka 3 Per貼SLIP Desa.

(4.15) Menimbang bahwa Temohon adalah Kepala Desa Pijot, Kecamatan Keruak,

Kabupaten Lombok Timur, tunduk dan diatur dengan UndangUndang Nomor 6

Tchun 2014 tentang Desa dan Perat雌m Daerah Kal)uPaten Lombok Timur

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa.

(4.16) Menimbang bahwa Temohon dalam melcksanakan tugas dan fungsinya,

menggundsm anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga

menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasa1 1

angka 3 UU KIP.

(4.17) Menimbang bahwa berdasackan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan

Paragraf /4・ J6らM星ielis berpendapat Komjsi血formmSi Provinsi Nusa Tenggara

Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus

pekara a qα0.

B. Kedudukan Hukum (L特融S細n俄I略) Pemohon

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal l angka 12, Pasa1 22 ayat (1), Pasa1 35

ayat (1) hurufc, Pasa1 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasa1 37 ayat (l) dan ayat (2)

UU KIPjuncめPasa1 1 angka 8, Pasa1 30 ayat (1) huruf e, Pasa1 30 ayat (2),

Pasa1 35 Peraturan Komisi InformaSi Nomor l Tahun 2010 tentang Standar

Layanan血formasi Publik (Perki l Tahun 2010) juncto Pasa1 1 angka 7 dan

Pasa1 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan

Pemohon　血formasi P¥めlik yang mengむukan Permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih d血ulu

menempuh upaya pehnohonan infomasi dan keberatan kepada Temohon;

(4. 19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa

infomasi a quo merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P主事-

keterangan Pemohon dalam persidang狐;
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(4.20) Menimbang ba血Wa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa

informasi a卵O telah menempuh upaya peng劉uan PemOhonan infomasi dan

keberatan kepada Temohon;

(4.21) Menimbang bahwa be重・dasarkan keten血m Pasa1 1 angka 12 UU KIP dan Pasa工

l angka 7, Pasa1 1 1 ayat (1) Perki PPSIP menga血r:

Pasa1 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Infomasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

Pasa1 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa血formasi Publik yang selaI可utnya disebut

Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Infomasi Publik yang mengq申kan

Pemohonan kepada Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.1少

SamPai dengan paragraf (4.2I), M砧elis Komisioner beapendapat Pemohon

memenuhi syarat kedudukan hukum (l培al standing).

C. Kedudukan Hukum a偲αl Sわn俄ng) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa Pasal l angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa血fomrasi Publik yang selaI轟u血ya disetmt

Temohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik,

atasan PPID, atau Pejabat yang di巾uk dan diberi kewenangan untuk

mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi hformasi.

(4.24) Menimbang bahwa kedudukan Temohon sedagai Badan Publik telah diuraikan

Pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf /4. 1 7), Sehingga ber]aku J脇tatis

mc“aI事dis dalam menguraikan dan mempe正mbangkan kedudukan hukum

Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4. 23) dan paragraf (4.24)

diatas, M車elis berpendapat Temohon memenuhi syarat kedudukan hukun

“略al standi喝) sebagai Temohon Penyelesaian Sengketa血fomas三#聖幸二

dalam s。ngk。ta a qu。.　　　　　　　　　　　蒸u夢霊
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D. Batas Waktu Pengajua血Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Men王mbang keten調an-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur

Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik sebagai berikut:

PasaI 22 UU KIP:

Ayat(1)
``Setiap Pemohon　血fomasi Publik dapat mengaj心kan pemintaan untuk

memperoleh血formasi Publik kepada Badan Publik teckait secara tertulis atau

tidak tertulis.’,

Ayat(7)
“Paling lambat lO (sepul血) hari ke互a s匂ak diterimanya pemintaan, Badan

Publik yang bersangkutan w年iib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang

behsikan :

a. infomasl yang diminta berada di bawah penguasaamya ataupun tidak;

b. Badan Publik w年iib memberitahukan Badan Publik yang menguasai

infomasl yang diminta apabila informasl yang diminta tidak berada dibawah

PenguaSaamya dan Badan Publik yang menerima pem正ntaan mengetahui

keberadaan informasl yang diminta;

-　C. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 7;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi

informasl yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 7, maka informasl yang dikecualikan

tersebut dapat d血itamkan dengan diseftai alasan dan rmterinya;

f alat penyampai dan fomat infomasl yang akan dibehkan; dan/ atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh infomasl yang diminta.’’

Ayat(8)
“Badan Publik yang bersangkutan dapat mempexpa叫ang waktu 「田山k

mengirimkan pemberitahuan ebagaimana dimaksud pada ayat (7), Paling

lambat 7 (巾uh) hari ke重ja berik¥血ya dengan memberikan alasan secara

te露ulis.’’

Pasa1 35 UU K|P:

(l) Setiap Pemohon血fomasi Pu班k dapat meng勾ukan keberatan secara

tertulis kepada atasan PQjわat Penge量ola Informasi dan Doku量nentaSi

berdasarkan alasan berikut :

a. penolakan atas pemintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 7;

b, tidak disediakamya informasi berkala schagaimana dimaksud dalam

Pasa19;

C. tidak ditanggapmya Permintaan informasi;

d. p。minta。n info。maSi dit。nggapi tidak s。bagaim。n。 y。ng dim鰍

e. tidak dipenuhinya pemintaan infomasi;

f pengenaan biaya yang tidak w牛iar; dan/atau
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g. penyampaian infomasl yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Pasa1 36 UU K|P:

Ayat(1)
“Keberatan di匂ukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu

Paling lambat　30 (tiga puluh) hari ke車a setelah ditemukamya alasan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 35 ayat (1).’’

Ayat(2)
“Atasan pQjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 35 ayat (l) memberikan

tanggapan atas keberatan yang didyukan oleh Pemohon Infom阻si Publik dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keIja s匂ak diterimanya

keberatan secara tertulis.,,

Pasa1 37 ayat (2) UU KIP
“Upaya penyelesaian Sengketa血fomasi Publik diajukan dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari ke重ja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari

atasan p匂al)at Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 36 ayat (2).’’

Pasa獲13 Perki PPSIP

Pemohonan diqiukan selambat|ambatnya 1 4 (empat belas) hari ke巧a sQjak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

atau

b, berakhimya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke千ja untuk atasan PPID dalam

memberikan tanggapan tertulis.

(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian KronoIogi Permohonan Penyelesaian

Sengketa Infomasi a qαO Pada paragraf (2.2/ SamPai dengan paragraf (2.4)

Pemohon telah menempuh mekanisme pemohonan informasi, mengqiukan

keberatan dan Pemohonan Penyelesaian Sengketa hformasi.

(4.28) Mehimbang bahwa berdasarkan uraian KronoIogi Permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi a g聞O Pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4)

M勾elis beIPendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa　血fomasi yang

diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.29) Menimbang bahwa pokok pemohonan dalam perkara a quo ses

adalch Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan
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infomasi yang di皿Ohonkan Pemohon kepada Temohon sebagaimana

diuraikan pada Baginn A Kronologi paragraf (2.2/, yckni:

l. Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019　serta Laporan

Pertanggun由awaban APBDes ta血un anggaran 2018 dan 2019 Desa坤ot

Kec. Keruak Kab. Lombok Tirmr.

2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa P竜ot Kec. Keruak Kab. Lombok

Ti皿r.

3. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerinta血an Desa akhir masa jabatan

(LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa坤ot Kec. Keruak Kab. Lombok

Ti肌r.

4. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa坤ot Kec. Keruak

Kab. Lombok Tirmr.

F. Pendapat Majelis

(4.30) Menimbang bchwa berdasarkan surat pemohonan infomasi Pemohon

diperoleh fakta hukum bahwa infomasl yang diminta oleh Pemohon adalah

Sebagaimana diuraikan pada Bagian A KronoIogi paragraf (2.2/, yaitu:

1. Salinan Dokumen APBDes　2018, dan APBDes　2019　serta Laporan

Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa P守ot

Kec. Keruak Kab. Lombok Timur,

2. Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

akhir tahun anggaran 2018 d狐2019 Desa坤ot Kec. Keruak Kab. Lombok

Ti皿r.

3. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan

(LPPD-AJ) tahun’2018 dan 2019 Desa坤ot Kec. Keruak Kab. Lombok

Ti皿r.

4. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)

aThir tahamgg脚2018 dan 2019 Desa Puot Kec’Kemak譲欒

Timur.
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(4.3 1) Menimbang bahwa berdasa血an hasil kesepakatan mediasi yang dilaksanakan

Pada tangga1 16 Juni 2021 yang dituangkan dalam Putusan Mediasi Nomor :

001瓜ENTB佃SIKEP.1rVI/2021, Pemohon dan Temohon telah mencapal

kesepakatan ya血Temohon bersedia memberikan infomasl yang diminta

Pemohon pada angka l dan 2, yakni:

1. Salinan Dokumen APBDes　2018, dan APBDes　2019　serta Laporan

Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa坤ot

Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

2・ Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

akhir tahun anggaran 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.坊pemohonan

informasi Pemohon pada angka 3 dan 4 tidak memperoleh kesepakatan pada

Saat mediasi, maka M雀jelis akan mempertimbangkan pokok pemohonan

tersebut ya血二

1. Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemer血tahan Desa Akhir Masa Jal)atan

(LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa坤ot Kec. Keruak Kab. Lombok

Ti肌r.

2. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerint血an Desa (LKPPD)

akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa坤ot Kec. Keruak KねLombok

Ti則r.

Apakah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa

Jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019臆dan dokumen Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun angganm 201 8 dan

2019 Desa坤ot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur merupakan informasi publik

yang bersifat terduka atau infomasl yang dikecualikan dan apakah血fomasi

tersebut dapat diberikan kepada Pemohon atau tidak?

(4.33) Menimbang bahwa berdasakan Pasa1 2 UU KIP menyatakan bahwa‥ィ予言蒜

l. Setiap Infomasi Publik bersifat terbuka dan dapat dickse淳:

Pengguna血formasi Pul)lik.

20



2.血formasi Publik yang dikecualikan bersifet ketat dan te血atas.

(4.34) Menimbang bahwa berdasakan Undang-Undang Republik Indonesia No皿or 6

Tahun 2014 Tentang Desa Pasa1 27 menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanckan tugas, kewenangan, hak dan. kew年jiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 26, Kepala Desa w勾ib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir

tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada ckhir

masa j abatan kepada B叫)atiIWalikota;

C. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan peme血tahan secara

tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;

dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan infomasi penyelenggaraan

Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap al血ir tchun

anggaran.

(4.35) Menimbang bahwa berdasarkan Perki SLIP Pasal 1 1 ayat (1) menyatakan,

Setiap Badan Publik w雀iib mengurmmkan secara berkala Informasi Publik

yang sekurang- kurangnya terdiri atas:

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

d轟1ankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

1. nama program dan kegiatan

2. penanggungjawab, Pelaksana progl-am dan kegiatanし∴Serta nO皿Or

telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi

3. tanget dan/atau capalan PrOgram dan kegiatan

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Pub]ik

7. informasi khusus lainnya yang berk誼an langsung dengan hak-hak

Ⅱ岨Syar祉at

8. inforrmsi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau p匂abat Badan

Publik Negara

9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada,C姫諦翰

Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk u峻二二重一_喰㌦へぎ
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C. ringkasan informasi tentang kine互a dalam血gkup Badan Pub重ik ber叫)a

narasi tent組g realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan

beserta capalamya;

(4.36) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Perki SLIP Desa Pasa1 2　ayat (1)

menyatakan bahwa, “Setiap Pemerintah Desa w砧ib mengumumkan secara

berkala血formasi P山地k Desa yang pa血g sedikit terdiri atas:

e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belapja Desa tahun

berjal孤;

f Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang neliputi paling sedikit:

1. 1aporan penye喜enggaraan Pemerintchan Desa alchir tahun anggaran;

da重耳atau

2. 1aporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa a址ir masa jabatan;

(4.37) Menimbang b血wa berdasaha l皿aian pada paragraf竹33) sampai dengan

Paragraf (4. 36) M砧elis Komisioner berpendapat bahwa dokumen infomasi:

L Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan

(LPPD-AV) tahun 2018 dan 2019 Desa P車ot Kec. Ke珊ak Kab. Lombok

Tin田山

2. Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)

akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa P$ot Kec. Keruak Kab. Lombok

Ti則r.

Adalah merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

(4.38) Menimbang bahwa UU KIP Pasa1 6 ayat (3) menyatakan bahwa,血formasi

Publik yang tidck dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud

Pada ayat (1) adalah:

e.血fomasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dalam pe巾elasan UU K皿terhadap Pasa1 6 ayat (3) huruf e dinyatakan bchwa

yang dimaksud dengan血fomasi Publik yang diminta be山m dikuasai atau

didokumentasikm adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau

mendokumentasikan Infonnasi Publik di maksud.
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(4.39) Menimbang b血wa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi Kepala

Desa坤ot Periode 2013-2019 yang menyatakan bahwa Do血men Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun

anggaran 2018 dan 2019 telah dibuat oleh K印ala Desa dan disimpan di Kantor

Desa P竜ot, Sedangkan LPPD-AJ tahun anggaran 2019 ‘tidak pemah dibuat

karena s血asi politik yang memanas di Desa坤ot.

(4.40) Menimbang ba血wa berdasarkan uraian pada paragraf (2.2j/ saksi atas nama

Lukman Nul Hakim, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur

menerangkan secara tertulis, bahwa benar Dinas PMD Kabupaten Lombok

Timur telah menerima dok‘men berupa Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Penerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2019. Maka

M萄elis bexpendapat ba血Wa dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2019 ada di Kantor Dinas PMD

Kabupaten Lombok Timur.

(4.41) Menimbang b血wa berdasarkan uraian pada paragraf (4.3Q) sampai dengan

Paragraf (4・4の, maka M年ielis berpendapat bahwa dokumen Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran

2019 Desa Pijot dapat diberikan oleh Temohon kepada Pemohon, Sedangkan

dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

(LPPD-AJ) tahun　2019　dan Laporan Keterangan Penyeleng畢raan

Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 20 1 8 tidak dapat diberikan karena

Temohon selaku PQjal)at Sementara Kepala Desa坤ot tidck menguasai存idak

memiliki dokumen t?rSebut,
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5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dar上fakta hu血m di atas, M匂elis Komisioner

berkesimpulan :

1. Komisi Infomasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk

menerima, memeriksa dan me皿血S PemOhonan &卵0.

2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (嬢al standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.

3. Temohon memenuhi syarat kedudrkan hukum /legal standing) sebagai

Badan Publik dalam sengketa a卵0.

4. Batas waktu Pennohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik dalam

Sengketa a qま‡O telah memenuhi jangka waktu.

5・ Pemohonan Pemohon beralasan h血m dan informasl yang dimohonkan

Oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

MeⅢ田血Sk劃,

(6.1) Mengabu鳳m Permohonan Pemohon untuk sebagian;

(6.2) Memerintahkan kepada Temohon un血k memberikan dokumen Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun

Anggaran 2019 kepada Pemohon s匂ak putusan ini berkekuatan hukum tetap

(in加acht van gew砂vde).

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan M匂elis Komisioner M. Zaini

Selaku Ketua merangkap Anggota, Badrun, AM dan Asraruddin masmg-maSmg

Sebagai Anggota, Pada hari Senin, tangga看5 JuIi 2021 dan diucapkan dalam sidang

teめuka un血k umum pada hari Rabu, tangga量7 Ju獲i 2021 oleh M牛ielis Komisioner

yang nama-namanya terSebut di atas, dengan didampingi oleh Baiq Ariyani

Ånggeraini sebagai Petugas Kepaniteraan, dihad壷oleh Pemohon dan
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Ketua M由e[is

Anggota M乳ie=s

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan as]lnya diumumkan kepada

masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaa一]

l重lformasi Publik dan Pasa1 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Infomasi

Nomor l Tahun 201 3 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik.

i Anggeraini)
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